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Hal : Imbauan 

 
Yth: 

Ketua KPU Kab. Tulungagung 
Di 

Tempat 

 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 

Kota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; 
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B. Mengingat 

Pasal 10 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 meyebutkan bahwa KPU dalam 

penyelenggaraan Pemilihan wajib: 

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil 

dan setara; 

b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada 

masyarakat; 

Pasal 39 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Peserta 

Pemilihan adalah: 

b Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 

Pasal 41 ayat (1); Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah 

penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada 

pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah 

bersangkutan, dengan ketentuan: 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 

sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% 

(sepuluh persen); 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 

dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus 

didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 

dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) 

jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih 

dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam 

setengah persen); dan 

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota 

di Provinsi dimaksud (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai 

hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada 

pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah 

bersangkutan, dengan ketentuan: 



a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung 

paling sedikit 10% (sepuluh persen); 

b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 

(lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah 

persen); 

c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) 

jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); 

d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% 

(enam setengah persen); dan 

e) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di 

kabupaten/kota dimaksud.  

C. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk 

surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 

kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

D. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) 

pasangan poe calon perseorangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Tulungagung 

mengimbau kepada KPU Kabupaten Tulungagung agar; 

1. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota 

tentang syarat minimal persebaran dukungan bakal pasangan calon 

perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 

Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota, 

2. Membentuk Helpdesk pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam 

pemilihan serentak tahun 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal 

pasangan calon perseorangan dan Partai Politik; 

3. Membentuk tim penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon yang diantaranya 

terdiri dari Koordinator dan Petugas Penyerahan Dukungan, dan 



4. Melakukan Publikasi dan Sosialisasi kepada Publik terkait Pencalonan Gubernur, 

Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih 

KETUA 

 

 

PUNGKI DWI PUSPITO 

Tembusan: 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur 

2. Arsip 

 


